BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

’ PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 24 TAHUN 2018

< TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI |
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI |
|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang:a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat
Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan

~ insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja aparat
desa/kelurahan dalam melaksanakan tugasnya untuk

IS S

TAMINA membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor ‘
——— Perdesaan/Perkotaan, dipandang perlu diatur secara khusus
KABAG | mengenai pemberian insentif pemungutan Pajak ('ian Retribusi
’ HUKUM 4( 7L . Daerah untuk perangkat Desa/Kelurahan di Kabupaten

. Serdang Bedagai;
-b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
‘ A& ‘ Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

KASUBBAG %
R-UU-AN |
§

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
Provinsi Sumatera Utara;
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3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018;

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Badan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai;

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 15 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai;

. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 15 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
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Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 15
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
' Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional
" dibayarkan kepada:
a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan
’ Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; ‘

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan ‘
keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah,;

d. Asisten Administarsi Umum selaku pengawas pengelolaan keuangan
daerah;

e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak peraturan daerah;

f. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan
dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya
yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan

g. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan
Retribusi.

(3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah

OPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak

dan retribusi daerah.

(4) pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayati (2) huruf g adalah tenaga
yang mendapat penugasan dari instansi pelaksana pemungut pajak dan

« X vetiibiisi aAtuk membantu pelaksanaan pemungutan PBB P2.
~{5)--Pemberian.Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,
S Asisten1 Administrasi dan Umum dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
sg:‘baga,m'\ecria dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan
uruf e dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan

ajune.n:ﬁnerasi di daerah yang bersangkutan.

2. Keétént Aalkﬂaséal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e

i
i Pasal 6

| (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari Rencana

| Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran

; Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun
anggaran berkenaan;




(2) Pemberian insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pejabat dan pegawai OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat.

(3) Apabila besaran pemberian insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat, maka besaran pemberian insentif
diberikan secara maksimal dan proporsional dengan mempedomani azas
kepatutan, kewajaran, rasional serta disesuaikan dengan besaran tanggung
jawab dan beban tugas.

(4) Khusus PBB-P2, insentif yang diberikan adalah sebagai berikut :

a. petugas pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan Kepala

Desa/Lurah diberikan insentif berdasarkan aspek pemerataan sebesar

20% dari jumlah insentif yang dibagikan setelah dijadikan 100%, yang

dibagikan secara merata kepada seluruh Desa/Kelurahan yang memiliki

potensi PBB-P2, dan aspek potensi sebesar 80% dari jumlah insentif

yang dibagikan setelah dijadikan 100%

| b. insentif berdasarkan aspek potensi diberikan berdasarkan persentase
realisasi penerimaan PBB-P2 Desa/Kelurahan pada tahun anggaran
berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB lebih kecil dari 75%
mendapatkan bagian insentif 40% dari jumlah insentif berdasarkan
aspek potensi setelah dijadikan 100%

- untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB antara 75% sampai

r dengan 85% mendapatkan bagian insentif 50% dari jumlah insentif
berdasarkan aspek potensi setelah dijadikan 100%

- untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB antara 85% sampai
dengan 95% mendapatkan bagian insentif 60% dari jumlah insentif
berdasarkan aspek potensi setelah dijadikan 100% |

- untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB antara 95% sampai
dengan 100% mendapatkan bagian insentif 70% dari jumlah insentif

-.....berdasarkan aspek potensi setelah dijadikan 100%
VEENJrtuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB lebih dari 100%
-mendapatkan bagian insentif 75% dari jumlah insentif berdasarkan
‘ABAG aspek potensi setelah dijadikan 100%
KUMC" s‘s'a/ﬂ,ebih insentif PBB-P2 setelah dikurangi bagian Kepala Desa/Lurah
diberikan kepada yang tersebut pada pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan
. ———Bupati ini ditambah Camat.

(Sr)h ’F%mber' - insentif kepada pihak lain yang membantu pemungutan pajak
dan retribusi daerah diberikan kepada Kepala Seksi Pendapatan
Kecamatan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pajak
daerah selain PBB-P2, PPJ dan BPHTB sesuai pasal 6 ayat (1) setelah
dijadikan 100 % (seratus persen) sesuai dengan realisasi penerimaan
masing-masing kecamatan.

(6) Apabila dalam realisasi pemberian insentif terdapat sisa lebih maka harus
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
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Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang

Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal > April 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
H. SOEKIRMAN
Diundangkan di Seik

pada tanggal 3/l 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATHEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO
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